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ABSTRACT 

 
This research aims to analyze implementation of tax planning strategy to save corporate income 
tax in CV XYZ. This research used descriptive qualitative method. Data collection techniques 
through documentation, interviews, and literature. Data analysis by analyzing the commercial 
financial statement, reconciling fiscal, analyzing fiscal income statement, and making tax 
planning.The results of this study is CV XYZ has implemented tax planning in financial 
statements, however, it has not been optimally, resulting in only minor savings. The 
implementation of the tax planning through directing the president director's personal advertising 
expense becomes the company's advertising expense only. 
Keywords: Tax planning, Tax Saving, Income Tax 
 
PENDAHULUAN 

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas 
negara berdasarkan undang-undang (yang 
dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat 
jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung 
dapat ditunjukkan dan yang digunakan 
untuk membayar pengeluaran umum 
(Mardiasmo, 2016). Berdasarkan uraian 
tersebut dapat disimpulkan bahwa pajak 
ialah iuran wajib yang pembayarannya 
dapat dipaksakan dan pelaksanaannya 
berdasarkan Undang-Undang sehingga 
menimbulkan perbedaan kepentingan antara 
wajib pajak (perusahaan) dengan 
pemerintah. 

Pajak menjadi salah satu sumber 
penerimaan penting bagi negara yang akan 
digunakan untuk membiayai pengeluaran 
negara, baik pengeluaran rutin atau 
pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi 
perusahaan, pajak adalah suatu beban yang 
akan mengurangi laba bersih (Suandy, 
2016). Pajak penghasilan adalah salah satu 
jenis pajak yang bisa dioptimalkan oleh 
pemerintah. Pengertian pajak penghasilan 
berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang 
Nomor 36 Tahun 2008 adalah “Pajak yang 
dikenakan terhadap subjek pajak atas 
penghasilan yang diterima atau diperolehnya 
dalam suatu tahun pajak”. Subjek pajak 

terdiri dari orang pribadi dan warisan yang 
belum terbagi, badan usaha, dan bentuk 
usaha tetap (Direktorat Jenderal Pajak, 
2013). 

Bagi perusahaan, pajak merupakan 
beban yang akan mengurangi laba bersih 
(Muljono, 2010). Untuk meminimalkan 
beban pajak yang ditanggung perusahaan, 
seorang manajer suatu      perusahaan bisa 
menggunakan salah satu cara di dalam 
perpajakan yang dikenal dengan 
manajemen pajak yaitu upaya untuk 
memenuhi kewajiban perpajakan dengan 
benar melalui suatu perencanaan, 
pengorganisasian, pengarahan, 
pengkoordinasian dan pengawasan 
mengenai perpajakan, sehingga beban pajak 
yang harus ditanggung oleh perusahaan 
dapat diminimalisasi untuk memperoleh 
laba yang diinginkan dengan tidak 
melanggar undang- undang yang berlaku 
(Ridzal, 2018, p. 21). Untuk meminimalisasi 
beban pajak yang ditanggung wajib pajak 
dapat ditempuh dengan cara rekayasa yang 
masih berada dalam ruang lingkup 
perpajakan hingga yang berada di luar 
ketentuan perpajakan (Zain, 2008). Upaya 
untuk meminimalisasi pajak sering disebut 
dengan teknik tax planning (Rori, 2013). 

Salah satu objek pajak penghasilan 
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badan adalah CV (Commanditaire 
Vennootschap). Dalam Pasal 19 KUHD 
dinyatakan bahwa Commanditaire 
Vennootschap yaitu perseroan yang 
terbentuk dengan cara meminjamkan uang 
atau melepas uang disebut juga Perseroan 
Komanditer (CV), didirikan antara satu 
orang atau antara beberapa orang persero 
yang bertanggung jawab secara tanggung 
renteng untuk keseluruhannya, dan satu 
orang atau lebih sebagai pemberi pinjaman 
uang. Pihak yang memberi pinjam uang 
dikenal juga dengan mitra diam/komanditer. 
Kehadiran mitra diam adalah ciri utama dari 
Commanditaire Vennootschap (Indonesia, 
2020). CV yang berada di Indonesia terdiri 
dari berbagai jenis usaha yang berbeda, 
tergantung pada fokus bidang apa yang 
dijalankan oleh CV tersebut. 

CV XYZ adalah perusahaan yang 
berbentuk perseroan komanditer yang 
bergerak di bidang properti. Sebagai 
perusahaan yang profit oriented maka pihak 
manajemen akan berusaha untuk 
mendapatkan laba yang optimal dengan cara 
meminimalkan biaya-biaya yang ada 
termasuk beban pajak. Dalam upaya 
efisiensi pembayaran pajak penghasilan CV 
XYZ memerlukan perencanaan pajak untuk 
menghemat pembayaran pajak penghasilan 
tentang perusahaan.  Adapun salah satu cara 
yang dilakukan dalam melakukan 
perencanaan pajak atau tax planning, yaitu 
mencari peluang dengan cara meningkatkan 
biaya yang dapat dikurangkan (deducyible 
expense) pada beban pajak sesuai dengan 
Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 
tentang pajak penghasilan. 

Berdasarkan data 2020, jumlah 
penjualan dan beban pajak penghasilan 
perusahaan setiap tahun mengalami 
peningkatan. Pada tahun 2017 dengan 
penjualan sebesar Rp986.750.000,- dan 
beban pajak penghasilan perusahaan sebesar 
Rp 4.933.750,-. 

Pada tahun 2018 penjualan 
mengalami peningkatan menjadi Rp 
2.460.500.000,-  dan beban pajak 
penghasilan perusahaan mengalami 
peningkatan menjadi Rp12.302.500,-. Pada 
tahun 2019 penjualan meningkat menjadi 
Rp 3.850.128.000,- dan beban pajak 

penghasilan perusahaan meningkat menjadi 
Rp19.250.640,-. Selanjutnya pada tahun 
2020 penjualan meningkat menjadi Rp 
4.873.138.000,- dan beban pajak 
penghasilan perusahaan meningkat menjadi 
Rp125.898.943,-. Peningkatan drastis 
tersebut dikarenakan penjualan sudah 
melebihi Rp 4.800.000.000,- maka dasar 
pengenaan pajak berbeda dan tarif menjadi 
lebih tinggi. 

Dengan adanya fenomena tersebut 
menunjukkan bahwa perlu dilakukannya 
manajemen strategi di bidang perpajakan 
pada CV XYZ dengan cara yang legal untuk 
mengefisienkan beban pajak penghasilan. 

Perseroan komanditer yang peneliti 
jadikan objek sudah berdiri sejak tahun 
2009 namun, belum menerapkan tax 
planning secara maksimal. Peneliti memilih 
CV XYZ sebagai objek penelitian dengan 
alasan agar perusahaan tersebut dapat 
berkembang dengan mengimplementasikan 
perencanaan pajak yang dapat membantu 
meminimalkan beban pajak penghasilan 
badan yang dibayarkan dengan tidak 
melalaikan kewajiban dalam membayar 
pajak. 

Berdasarkan latar belakang masalah di 
atas, peneliti tertarik untuk melakukan 
penelitian yang berjudul “Analisis 
Implementasi Strategi Perencanaan 
Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya 
Penghematan Beban Pajak Penghasilan 
(Studi Kasus pada CV XYZ)”. 
 
Tujuan Penelitian 

Tujuan yang ingin dicapai dalam 
penelitian ini adalah untuk mengetahui 
implementasi perencanaan pajak pada CV 
XYZ dan untuk mengetahui bahwa 
perencanaan pajak dapat menghemat beban 
pajak penghasilan pada CV XYZ. 
 
TINJAUAN PUSTAKA 
Pajak 

Definisi pajak menurut Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
perubahan ke-empat berbunyi "Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada negara yang 
terutang oleh orang pribadi atau badan yang 
bersifat memaksa berdasarkan undang-
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undangdengan tidak mendapatkan imbalan 
secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan negara dan sebesar-besarnya 
kemakmuran rakyat". 
 
Pajak Penghasilan 

Dalam Undang-undang Nomor 36 
tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan Pasal 
1, menyatakan bahwa: “Pajak Penghasilan 
adalah pajak yang dikenakan terhadap 
subjek pajak atas penghasilan yang diterima 
atau diperolehnya dalam tahun pajak”. 
Pajak Penghasilan merupakan pajak yang 
dibebankan pada penghasilan perorangan, 
perusahaan atau badan hukum                    lainnya. 
Pajak penghasilan bisa diberlakukan 
progresif, proporsional atau regresif 
(Waluyo, 2013). 
 
Tarif Pajak Penghasilan 

Besarnya Pajak Penghasilan yang 
terutang atas penghasilan dari wajib pajak 
maupun Pajak Penghasilan yang terutang 
atas penghasilan dari pihak lain atas 
transaksi yang berkaitan dengan wajib 
pajak, dihitung mempergunakan tarif PPh, 
yang dapat dibedakan menjadi dua yaitu 
tarif umum dan tarif khusus (Muljono, 
2009, p. 196). 
1) Tarif Umum 

Tarif umum Pajak Penghasilan diatur 
sesuai dengan Pasal 17 Undang-Undang 
Pajak Penghasilan Tahun 2008, yaitu 
mempergunakan tarif progresif. 

2) Tarif Khusus 
Besarnya suatu pajak penghasilan 

yang dikenakan pada berbagai 
penghasilan yang dapat didapat atas 
adanya suatu transaksi yang dilakukan 
oleh wajib pajak, pengenaan PPh diatur 
dengan tarif khusus. Adapun tarif khusus 
tersebut dirinci per jenis PPh berikut ini: 
a) PPh Pasal 21/26 
b) PPh Pasal 22 
c) PPh Pasal 23 
d) PPh Pasal 25 
e) PPh Pasal 4 (2) 
f) PPh Pasal 15 

 
Perbedaan Laporan Keuangan Komersial 
dan Laporan Keuangan Fiskal 

Pada dasarnya yang membedakan 

laporan keuangan fiskal dan laporan 
keuangan komersial ialah bahwa 
penyusunan laporan keuangan fiskal 
didasarkan pada penerapan mekanisme atau 
prinsip taxable dan deductible (taxability-
deductibility mechanism) (Pohan, 2013, p. 
240). 

Perbedaan antara laporan keuangan fiskal 
dan laporan keuangan komersial disebabkan 
oleh adanya beberapa perbedaan (Sumarsan, 
2013, p. 26), diantaranya: 
1) Perbedaan prinsip akuntansi 
2) Perbedaan metode dan prosedur akuntansi 
3) Perbedaan perlakuan dan pengakuan dari 

penghasilan dan biaya 
4) Perbedaan permanen dan perbedaan 

sementara (waktu) 
 
Koreksi Fiskal 

Koreksi fiskal merupakan proses 
penyesuaian atas laba akuntansi yang 
berbeda dengan ketentuan fiskal untuk 
menghasilkan penghasilan neto atau laba 
yang sesuai dengan ketentuan perpajakan 
(Agoes & Trisnawati, 2013, p. 238). Dengan 
dilakukannya proses koreksi fiskal ini maka 
wajib pajak tidak perlu lagi membuat 
pembukuan ganda, melainkan hanya cukup 
membuat satu pembukuan yang didasari 
SAK-ETAP. 

Penghasilan Kena Pajak yang akan 
digunakan sebagai dasar perhitungan Pajak 
Penghasilan. Koreksi fiskal tersebut dapat 
dibedakan menjadi 2, yaitu sebagai berikut: 
1. Beda tetap/permanen, adanya perbedaan 

pengakuan penghasilan dan beban 
menurut akuntansi dengan fiskal, yaitu 
adanya penghasilan dan beban yang 
diakui menurut akuntansi akan tetapi 
tidak diakui menurut fiscal  (perpajakan), 
ataupun sebaliknya. 

2. Beda waktu/sementara, merupakan 
perbedaan perlakuan akuntansi dan 
perpajakan (fiskal) yang sifatnya 
temporer. Artinya, secara keseluruhan 
pendapatan atau beban akuntansi maupun 
perpajakan sebenarnya sama, tetapi tetap 
berbeda alokasi setiap tahunnya. 

Koreksi fiskal dilakukan oleh wajib 
pajak yang menggunakan pendekatan 
akuntansi komersial dalam pembukuannya, 
yang bertujuan mempermudah pengisisan 
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SPT Tahunan PPh dan menyusun laporan 
keuangan fiskal yang harus dilampirkan 
pada saat menyampaikan SPT Tahunan 
PPh.Koreksi fiskal adalah hasil penyesuaian 
dari laporan keuangan akuntansi komersial 
pada saat menyusun laporan keuangan fiskal 
(Sumarsan, 2013, p. 28). Koreksi fiskal 
dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:  
1. Koreksi positif yaitu penyesuaian 

terhadap laporan keuangan komersial 
sehingga meningkatkan penghasilan 
(laba). 

2. Koreksi negatif yaitu penyesuaian 
terhadap laporan komersial sehingga 
menurunkan penghasilan (laba) fiskal. 
Disebabkan oleh adanya penurunan atau 
penghapusan penghasilan  menurut 
peraturan dan perundang-undangan 
perpajakan bahwa penghasilan tersebut 
bukan merupakan objek pajak atau 
penghasilan yang telah dikenakan pajak 
yang bersifat final. Koreksi negatif juga 
dapat disebabkan oleh kenaikan biaya 
yang dapat dikurangkan seperti selisih 
penggunaan metode penilaian persediaan 
dan penyusutan aset tetap. 

 
Perencanaan Pajak (Tax Planning) 

Perencanaan adalah salah satu proses 
yang dimulai dengan menetapkan tujuan 
yang akan dicapai, menetapkan langkah-
langkah untuk mencapai tujuan tersebut 
secara menyeluruh dan alat untuk 
memberikan umpan balik terhadap hasil 
yang dicapai dengan perencanaan semula. 
Perencanaan pajak mencakup penataan 
strategis untuk meminimalkan kewajiban 
pajak, pada umumnya bertujuan untuk 
menghindari sanksi akibat dari penerapan 
pajak yang melanggar peraturan dan 
perundang-undangan perpajakan di 
Indonesia (Sumarsan, 2013, p. 115). 

 
METODE PENELITIAN 
Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah penelitian 
deskriptif. Penelitian deskriptif adalah 
penelitian yang bertujuan untuk melukiskan 
secara sistematis fakta- fakta atau 
karakteristik populasi tertentu atau bidang 
tertentu, baik berupa keadaan, 

permasalahan, sikap pendapat, kondisi, 
prosedur atau sistem secara faktual dan 
cermat (Soewadji, 2012). Pada penelitian ini 
dilakukan dengan topik implementasi 
strategi perencanaan perencanaan pajak (tax 
planning) sebagai upaya penghematan 
beban pajak penghasilan pada CV XYZ. 
 
Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini dilakukan pada CV 
XYZ. Waktu penelitian dilakukan sejak 
bulan Februari 2021 sampai dengan selesai 
 
Jenis Data 

Jenis data penelitian yang digunakan 
adalah: 
1. Data Kualitatif 

Data Kualitatif adalah data yang berisi 
kondisi perusahaan seperti sejarah 
perusahaan, struktur organisasi, visi dan 
misi perusahaan, kebijakan perusahaan. 
Data tersebut dapat diperoleh secara lisan 
maupun tulisan. 

2. Data Kuantitatif 
Data Kuantitatif adalah data yang 
berbentuk dokumen, daftar atau angka-
angka yang dapat dihitung berupa 
laporan keuangan perusahaan. 

 
Sumber Data 

Sumber data penelitian yang 
digunakan adalah: 
1. Data Primer 

Data primer yaitu data penelitian yang 
diperoleh langsung dari objek yang 
diteliti tanpa menggunakan perantara 
penelitian (Soewadji, 2012, p. 147). Pada 
penelitian ini, penulis mendapatkan data 
primer dengan melakukan wawancara 
dengan Direktur Utama dan Direktur 
Keuangan CV XYZ. Data primer yang 
digunakan berupa hasil wawancara 
mengenai data-data yang berhubungan 
dengan data yang berkaitan dengan 
penerapan perencanaan pajak (tax 
planning) sebagai upaya penghematan 
beban pajak penghasilan. 

2. Data Sekunder 
Data Sekunder adalah data yang 

diperoleh dari dokumen, publikasi yang 
sudah dalam bentuk jadi (Soewadji, 
2012, p 147). Data sekunder yang 
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digunakan dalam penelitian ini yaitu 
berasal dari CV XYZ yang sudah 
diolahterdokumentasi di perusahaan. 
Data tersebut berupa data yang berkaitan 
dengan perencanaan pajak untuk 
menghemat pajak penghasilan badan 
seperti laporan laba rugi tahun 2020 dan 
daftar aset tetap tahun 2020. 

 
Teknik Pengumpulan Data 

Teknik pengumpulan data yang 
digunakan oleh peneliti adalah sebagai 
berikut: 
a. Teknik Dokumentasi 

Teknik pengumpulan data yang dilakukan 
peneliti dalam penelitian ini, yaitu 
mengumpulkan data-data berupa 
dokumen yang akan diperlukan dalam 
pembahasan perencanaan pajak seperti 
laporan laba rugi tahun 2020 dan daftar 
aset tetap tahun 2020. 

b. Teknik Wawancara 
Peneliti melakukan tanya jawab dengan 
pihak yang dianggap mengetahui 
informasi yang dibutuhkan. Dalam tahap 
ini peneliti melakukan wawancara 
dengan Direktur Utama dan Direktur 
Keuangan CV XYZ. 

c. Studi Kepustakaan 
Data pustaka yang digunakan peneliti 
adalah Undang-Undang Nomor 36 Tahun 
2008. 

 
Teknik Analisis Data 

Berikut tahapan analisis data penelitian 
ini: 
a. Mengumpulkan dan menganalisis laporan 

keuangan perusahaan. 
b. Koreksi fiscal 
c. Menganalisis laporan laba rugi fiscal 
d. Tax planning 
 
HASIL PENELITIAN DAN 
PEMBAHASAN 
Gambaran Umum PT. XXX 

CV XYZ adalah perusahaan yang 
berbentuk perseroan komanditer 
(Commanditaire Vennotschap) yang 
berbentuk perseoroan komanditer 
(Commanditaire Vennotschap) yang 
bergerak di bidang properti yaitu agen 
properti atau disebut juga broker properti. 

CV XYZ adalah perusahaan yang bertindak 
sebagai perantara antara investor atau 
pembeli dengan penjual. CV XYZ 
menawarkan jasa yang mempermudah 
proses jual beli dan sewa properti. CV XYZ 
secara resmi berdiri pada tanggal 5 Oktober 
2009. 
 
Hasil Penelitian 

Pada CV XYZ ditemukan beberapa 
perbedaan waktu dan tetap, sehingga 
diperlukan koreksi fiskal baik  koreksi fiskal 
positif maupun koreksi fiskal negatif. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Berikut ini adalah hasil analisis dari 
koreksi fiskal setelah tax planning: 
1. Koreksi positif biaya perjalanan dinas. 

Beban perjalanan dinas termasuk 
kategori koreksi positif karena beban 
perjalanan dinas sebesar Rp4.000.000,- 
tidak dilampirkan bukti norminatif 
yang dapat dijadikan bukti yang sah 
sehingga tidak dapat dibebankan 
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seluruhnya. 
2. Koreksi positif beban gaji. 

Beban gaji termasuk kategori koreksi 
positif karena sebagian beban gaji 
sebesar Rp300.000.000,- merupakan 
gaji direktur utama sehingga tidak 
dapat diakui sebagai pengurang laba. 

3. Koreksi positif beban perjalanan dinas. 
Beban perjalanan dinas sebesar 
Rp15.000.000,- harus dikoreksi fiskal 
positif karena tidak tersedia bukti 
norminatif yang menyatakan bahwa 
pengeluaran tersebut tidak dilakukan 
untuk kepentingan pribadi. Sehingga 
tidak dapat dibebankan seluruhnya. 

4. Koreksi positif beban jamuan 
Beban jamuan termasuk kategori 
koreksi positif karena beban jamuan 
sebesar Rp3.500.000,- tidak 
dilampirkan bukti norminatif yang 
dapat dijadikan bukti yang sah sehingga 
tidak dapat dibebankan seluruhnya. 

5. Koreksi positif beban sumbangan 
Beban sumbangan termasuk kategori 
koreksi positif karena beban 
sumbangan sebesar Rp4.500.000,- tidak 
dilampirkan bukti norminatif yang 
dapat dijadikan bukti yang sah sehingga 
tidak dapat dibebankan seluruhnya. 

6. Koreksi negatif beban penyusutan 
Beban penyusutan termasuk kategori 
koreksi negatif karena terdapat 
perbedaan sementara (waktu) yaitu 
berdasarkan masa manfaat dari masing-
masing aset tetap yang dimiliki 
perusahaan. 

7. Koreksi positif beban entertainment 
Beban entertainment termasuk kategori 
koreksi positif karena beban 
entertainment sebesar Rp15.000.000,- 
tidak dilampirkan bukti norminatif 
yang dapat dijadikan bukti yang sah 
sehingga tidak dapat dibebankan 
seluruhnya. 

8. Koreksi positif beban pulsa 
Beban pulsa harus dilakukan koreksi 
posiitf karena merupakan beban pulsa 
direktur utama yang hanya boleh 
dibebankan 50% dari seluruhnya. 

9. Koreksi positif beban konsumsi 
Beban konsumsi harus dilakukan 
koreksi positif karena termasuk ke 

dalam kategori pemberian natura dan 
kenikmatan yang merupakan non-
deductible expense. Berdasarkan 
Undang-Undang Pajak Penghasilan 
Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 
bahwa: Penggantian atau imbalan 
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diberikan dalam bentuk natura 
dan kenikmatan, kecuali penyediaan 
makanan dan minuman bagi seluruh 
karyawan serta penggantian imbalan 
dalam bentuk natura atau kenikmatan di 
daerah tertentu dan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pekerjaan yang 
diterapkan dengan keputusan menteri 
keuangan. 

10. Koreksi positif beban lain-lain 
Beban lain-lain merupakan beban yang 
dikeluarkan perusahaan yang tidak 
memiliki akun tersendiri dan tidak 
terdapat bukti yang sah untuk 
membuktikan pengeluaran tersebut. 
Beban lain-lain yang dikeluarkan oleh 
CV XYZ dikenakan koreksi fiskal 
positif karena tidak terdapat bukti 
norminatif yang dapat dijadikan bukti 
yang sah. 
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Berikut ini adalah hasil analisis dari 
koreksi fiskal sebelum tax planning: 
1. Koreksi positif biaya perjalanan dinas. 

Beban perjalanan dinas termasuk 
kategori koreksi positif karena beban 
perjalanan dinas sebesar Rp4.000.000,- 
tidak dilampirkan bukti norminatif 
yang dapat dijadikan bukti yang sah 
sehingga tidak dapat dibebankan 
seluruhnya. 

2. Koreksi positif beban gaji. 
Beban gaji termasuk kategori koreksi 
positif karena sebagian beban gaji 
sebesar Rp300.000.000,- merupakan 
gaji direktur utama sehingga tidak 
dapat diakui sebagai pengurang laba. 

3. Koreksi positif beban perjalanan dinas. 
Beban perjalanan dinas sebesar 
Rp15.000.000,- harus dikoreksi fiskal 
positif karena tidak adanya bukti 
norminatif yang menyatakan bahwa 
pengeluaran tersebut tidak dilakukan 
untuk kepentingan pribadi. Sehingga 
tidak boleh dibebankan seluruhnya. 

4. Koreksi positif beban jamuan 
Beban jamuan termasuk kategori 
koreksi positif karena beban jamuan 
sebesar Rp3.500.000,- tidak 
dilampirkan bukti norminatif yang 
dapat dijadikan bukti yang sah sehingga 
tidak dapat dibebankan seluruhnya. 

5. Koreksi positif beban sumbangan 
Beban sumbangan termasuk kategori 
koreksi positif karena beban 
sumbangan sebesar Rp4.500.000,- tidak 
dilampirkan bukti norminatif yang 
dapat dijadikan bukti yang sah sehingga 
tidak dapat dibebankan seluruhnya. 

6. Koreksi negatif beban penyusutan 
Beban penyusutan termasuk kategori 
koreksi negatif karena adanya 
perbedaan sementara (waktu) yaitu 
berdasarkan masa manfaat dari masing-
masing aset tetap yang dimiliki 
perusahaan. 

7. Koreksi positif beban entertainment 
Beban entertainment termasuk kategori 
koreksi positif karena beban 
entertainment sebesar Rp15.000.000,- 
tidak dilampirkan bukti norminatif 
yang dapat dijadikan bukti yang sah 
sehingga tidak dapat dibebankan 

seluruhnya. 
8. Koreksi positif beban iklan 

Beban iklan harus dilakukan koreksi 
fiskal positif karena sebagian beban 
iklan sebesar Rp4.000.000,- merupakan 
beban iklan pribadi direktur utama 
sehingga tidak dapat dijadikan 
pengurang laba seluruhnya. 

9. Koreksi positif beban pulsa 
Beban pulsa harus dilakukan koreksi 
posiitf karena merupakan beban pulsa 
direktur utama yang hanya bisa 
dibebankan 50% dari seluruhnya. 

10. Koreksi positif beban konsumsi 
Beban konsumsi harus dilakukan koreksi 
positif karena termasuk ke dalam 
kategori pemberian natura dan 
kenikmatan yang merupakan non-
deductible expense. Berdasarkan 
Undang-Undang Pajak Penghasilan 
Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 
bahwa: Penggantian atau imbalan 
sehubungan dengan pekerjaan atau jasa 
yang diberikan dalam bentuk natura dan 
kenikmatan, kecuali penyediaan 
makanan dan minuman bagi seluruh 
karyawan serta penggantian imbalan 
dalam bentuk natura atau kenikmatan di 
daerah tertentu dan yang berkaitan 
dengan pelaksanaan pekerjaan yang 
diterapkan dengan keputusan menteri 
keuangan. 

11. Koreksi positif beban lain-lain 
Beban lain-lain merupakan beban yang 
dikeluarkan perusahaan yang tidak 
memiliki akun tersendiri dan tidak 
terdapat bukti yang sah untuk 
membuktikan pengeluaran tersebut. 
Beban lain-lain yang dikeluarkan oleh 
CV XYZ dikenakan koreksi fiskal 
positif karena tidak terdapat bukti 
norminatif yang dapat dijadikan bukti 
yang sah. 

 
PEMBAHASAN 
Kebijakan Akuntansi Pada CV XYZ 

Adapun kebijakan yang diterapkan 
perusahaan dalam perhitungan pajak 
penghasilan terhutang antara lain : 
a. Dasar pembukuan yang dilakukan oleh 

perusahaan adalah accrual basis. 
CV XYZ menggunakan basis akrual 
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(accrual basis) sebagai dasar pembukuan 
perusahaan. Hal ini disebabkan 
pencatatan dengan menggunakan accrual 
basis selain mencatat transaksi 
pengeluaran dan penerimaan kas, juga 
mencatat jumlah hutang dan piutang 
perusahaan. Oleh karena itu, dengan 
menggunakan pencatatan berbasis akrual 
gambaran atas kondisi keuangan 
perusahaan lebih akurat dari pada 
menggunakan pencatatan berbasis kas 
(cash basis). 

b. Penyusutan aktiva tetap menggunakan 
metode garis lurus. 

CV XYZ menggunakan metode 
garis lurus (straight-line method) dalam 
penyusutan aset tetap. Hal ini disebabkan 
penggunaan metode garis lurus mampu 
menilai aset tetap akan memberikan 
kontribusi yang merata di sepanjang 
masa penggunaannya, sehingga aset 
tetap akan mengalami tingkat penurunan 
fungsi yang sama dari periode ke periode 
hingga aset ditarik dari penggunaannya 
dalam operasional perusahaan, sehingga 
metode penyusutan garis lurus 
menghasilkan biaya penyusutan yang 
lebih kecil. 

 
Penerapan Tax Planning Pada CV XYZ 

Penerapan perencanaan pajak pada CV 
XYZ dilakukan perusahaan dengan satu 
cara yaitu memaksimalkan biaya fiskal yaitu 
dengan mengganti seluruh biaya iklan 
pribadi direktur utama menjadi hanya biaya 
iklan perusahaan saja, sehingga biaya iklan 
dapat dibiayakan seluruhnya. 

Untuk mengetahui penerapan 
perencanaan pajak yang dilakukan CV XYZ 
telah didapatkan penghematan, maka akan 
dilakukan perbandingan perhitungan pajak 
penghasilan sebelum tax planning dan 
setelah tax planning. 

 
Sumber: CV XYZ, 2021 

 
Dari laporan keuangan fiskal 

yang telah disajikan dapat dihitung 
besar pajak terutang CV XYZ sebelum 
dilakukan tax planning sebagai 
berikut: 

 

 

 

 

 
Tabel 5 Laporan Laba Rugi Fiskal Tahun 

2020 (Setelah Tax planning) 
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Dari laporan keuangan fiskal yang 
telah disajikan dapat dihitung besar pajak 
terutang CV XYZ setelah dilakukan tax 
planning adalah sebagai berikut: 

 

 
 

 
 
 
 

Dari perhitungan tersebut dapat jelas 
terlihat jumlah pajak penghasilan yang 
terutang berbeda yaitu dari Rp126.345.547,- 
(sebelum tax planning) menjadi 
Rp125.898.943,- (sesudah tax planning). 
Efisiensi yang dapat diperoleh dari tax 
planning tersebut dengan memanfaatkan 
peraturan perundang-undangan pajak 
penghasilan adalah sebesar 
Rp125.898.943,- dari perkiraan 

Rp126.345.547,- dan dalam penghematan 
pajaknya adalah sebesar 0,35% selisih 
penghematannya. 
 
Implikasi Penerapan Tax Planning Pada 
CV XYZ 

Dalam melakukan tax planning, 
peneliti menuliskan alternatif yang dapat 
dipakai dalam batasan legal atau sesuai 
dengan Undang-Undang. Pada alternatif ini 
peneliti akan melakukan pembenahan atau 
penambahan informasi pada beberapa akun 
yang telah dikoreksi fiskal. Penjelasannya 
sebagai berikut: 
1.) Beban Pendapatan dan Pemasaran 

a. Perjalanan Dinas 
Perencanaan pajak yang akan dilakukan 
pada akun ini adalah menyarankan 
perusahaan untuk melampirkan semua 
bukti norminatif atas setiap transaksi 
untuk perjalanan dinas agar dapat 
dibebankan seluruhnya. 

2.) Beban Umum dan Administrasi 
a. Perjalanan Dinas 

Perencanaan pajak yang akan dilakukan 
pada akun ini adalah menyarankan 
perusahaan untuk melampirkan semua 
bukti norminatif atas setiap transaksi 
untuk perjalanan dinas agar dapat 
dibebankan seluruhnya. 

b. Jamuan 
Perencanaan pajak yang akan dilakukan 
pada akun ini adalah menyarankan 
perusahaan untuk melampirkan semua 
bukti norminatif atas setiap kegiatan 
jamuan agar dapat dibebankan 
seluruhnya. 

c. Sumbangan 
Perencanaan pajak yang akan dilakukan 
pada akun ini adalah menyarankan 
perusahaan untuk melampirkan semua 
bukti norminatif atas setiap transaksi 
sumbangan dan menyumbang untuk 
bencana alam nasional agar dapat 
dibebankan seluruhnya. 

d. Entertainment 
Perencanaan pajak yang akan dilakukan 
pada akun ini adalah menyarankan 
perusahaan untuk melampirkan semua 
bukti norminatif atas setiap kegiatan 
entertainment agar dapat dibebankan 
seluruhnya. 
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e. Utilitas 
Perencanaan pajak yang akan dilakukan 
pada akun ini adalah menyarankan 
perusahaan untuk melampirkan semua 
bukti norminatif atas pembayaran 
segala beban utilitas agar dapat 
dibebankan seluruhnya. 

f. Lain-Lain 
Beban lain-lain adalah biaya yang 
dikeluarkan perusahaan yang tidak 
memiliki akun tersendiri dan tidak 
terdapat bukti yang sah untuk 
membuktikan pengeluaran tersebut. 
Beban lain-lain yang dikeluarkan oleh 
CV XYZ dikenakan koreksi fiskal 
positif karena tidak terdapat daftar bukti 
normatif yang dapat dijadikan bukti 
yang sah. Namun, untuk tahun 
berikutnya agar biaya lain lain dapat 
diakui sebagai biaya fiskal, bukti 
normatif digunakan untuk melengkapi 
lampiran SPT agar dapat dikurangkan 
sebagai biaya fiskal, sehingga 
perusahaan dapat mengifisensikan 
beban pajak perusahaan. 

 
Tabel 8 Alternatif Tax Planning Tahun 

2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Dapat dilihat bahwa dengan dilakukannya 

alternatif tax planning, didapatkan penghematan 
beban pajak penghasilan terutang yaitu sebesar 
Rp13.848.064,- atau dalam persentase sebesar 11% 
yang didapat dari penyertaan bukti norminatif 
yang sah pada SPT Tahunan yang dilakukan oleh 
perusahaan pada pos beban perjalanan dinas, 
beban jamuan, beban sumbangan, beban 
entertainment, beban utilitas, dan beban lain-lain 
sehingga transaksi tersebut dapat dibiayakan. 
 
SIMPULAN 

Simpulan dari penelitian ini adalah: 
1. CV XYZ telah menerapkan perencanaan 

pajak dalam laporan keuangannya 
namun, belum dilakukan secara 
maksimal sehingga penghematan yang 
didapatkan hanya sedikit. Penerapan 
perencanaan pajak tersebut melalui 
pengarahan beban iklan pribadi direktur 
utama menjadi beban iklan perusahaan 
seluruhnya. 
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2. Penerapan tax planning yang dilakukan 
CV XYZ untuk menghemat beban pajak 
penghasilan sudah sesuai dengan undang-
undang perpajakan yang berlaku. 

Adapun saran yang dapat disampaikan 
sebagai berikut: 

1. Bagi perusahaan 
a. Sebaiknya CV XYZ menerapkan 

perencanaan pajak yang lebih 
maksimal lagi dengan 
memanfaatkan peluang peraturan 
perpajakan yang berlaku agar 
penghematan pembayaran pajak 
penghasilan terutang dapat dicapai 
semaksimal mungkin. 

b. Peneliti juga memberikan saran 
dalam upaya pengembangan dan 
perbaikan, yaitu diharapkan 
perusahaan menyertakan bukti 
norminatif yang sah pada SPT 
Tahunan yang dilakukan oleh 
perusahaan pada pos beban 
perjalanan dinas, beban jamuan, 
beban sumbangan, beban 
Entertainment, beban utilitas, dan 
beban lain-lain sehingga transaksi 
tersebut dapat dibiayakan. 

2. Bagi peneliti selanjutnya 
Diharapkan di masa yang akan datang, 

penelitian ini dapat digunakan sebagai 
salah satu sumber data untuk penelitian 
selanjutnya dan dapat dilakukan 
penelitian lebih lanjut berdasarkan 
faktor lain seperti menghitung analisis 
tingkat keberhasilan dan kegagalan 
pada setiap aspek perencanaan pajak, 
disertai dengan analisis yang memiliki 
lebih banyak aspek kepentingan. 
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